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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 193¢

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL XKETUA DaN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TiNGXAT il REMBAMNG

Menimbang : a. behwa dengan telah ditetapkan Peraturan Man-
tr Dalam negeri Nomor 1 Tehun 1980 tentang
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anagota Dewan Perwakilan Rakyzt Daerah, maka
Peraturan Daersh Kabupaten Dazereh Tinckat |l
Rembang Nomor 5 Tahun 1590 sudah tidak
sesuai lagi.

b. bahwa sshubungan dengan hal tersebut diatas
pe'lu menetapkan dan mengatur kembal Kedu-
dukan Keuangan Ketua. Waxil Ketua dan Ang-
gota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Tingkat
il Rembang dalam suatu Peraturan Daerah,



Mengingat

: 1, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam
lingykungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-undang “omor 8 Tahun 1574 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian.

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978

tentang ~engurusen Pertanagungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah.

. Paraturan Pemearintah Nomor 6 Tahun 1978

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Befanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah, dan Penyusunan Parhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah,

. Peraturan Msntri Da'am Negeri Nomar 1 Tahun

1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwskilan
Rakyat Daerah.

. Keputusan Menteri Dalem Negeri Nomer 11

tahun 18390 tentang Pedoman Penyusunan
Pe-aturan Tata Tertib Pewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Dengan,
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Dengan Petunjuk Dewan Perwakiian Rakyat Daerah ¥abupaten

Daerzh Tingkat !l Rembang.

MEMUTUSKAN

Menstapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGXAT 1| REMRANG TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA  WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I

REMBANG,
BAB i
KETENTUAN UMUM
Fasal !

Dalam Petaturan Daereh ini, yang dimeksuc dengan !

a,

b

Daerah ialah Kabupaten Dasrah Tingkat if Rembang.

Pemarintah Daerah ialzh Pemerintah Daerah Xsbupaten Dee-

rah Tingket Il Rembang.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daesreh ialah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat |l Rembang, selanjutnya disebut DPRD.

. Pimpinan DPRD ialah Ketwa dan Wakil-wakil Ketua DPRD,

Anggota D3RD ialah mareka yang diresmikan keanggotaannya
dan telah menganrgkat sumpah /janji berdasaikan Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku.

Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan
kedudukannya.

g. Uang S.
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. Uang Kehormatan iaiah tunjangan jabatan yang diberikan kepada

Pimpinan DPRD sctiap bulan sehubungan deangan jabatannya,

. Tunjangan Komisi ialah tunjangan vang diberikan setiap bulan

kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.

Uang Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD
yang sah termasuk uang rapat. uang pengangkutan lokal di—
dalam kota dan uang makan.

Dana Penurjang izlah dana yang disediakan untuk menunjeng
kegiatan DPRD.

Tunjangan Purna Bakti ialah tunjangan yang diberikan kapada

Pimpinen dan Anggota DPRD asetelah akhir masa bhaktinya
atau diberhentiken dengan hormat atau meninggal dunia.

Tunjangan Xesejahteraan ialzh tunjangan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pasal 2

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota

DPRD ialah tanggal merska menganckat sumpah atau meng-
ucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Ang-
gota DPRD.

(2) Saat barhenti memangku jabatan Pimpinen dan Ancgota

DPRD ialsh tanggal mereka menyatakan bs:hanti. diberhenti-

kan atau meninggal dunia,

BAB
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BAB 1V

STRUKTUR BfAYA KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Uang Representasi

Pasal 3

(1) Besarnya Uang Representasi ditetetapkan bagi

a. Ketusa + Rp 210.000 - [ bulan /orang
b. Wakil ketua : Rp 180 000,- ] bu'an/orang
¢, Anggota ; Rp 150000, - [ bulan /orang

{2} Selzsin Uasng Representasi sebagaimana dirmaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunja-
ngan keluarga dasn tunjangan iainnya menurut ketentuan yang
beriaku bagi Fegawai Negeri.

Bagian Kedua

Uang &ehormatan

Pasai 4
Besarnya Uang Kehormatan bitetapkan bagi
a. Ketua ! Ap 200.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp175 000, /bulan/orang.

Bagian FKetigs
Tunjangan Komisi
Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi dite‘apken bagi

a. Ketua Komisi : Rp 40 000,-/bulan/orang.
b. Wakil Ketua Komisi : Rp 30 000.-/bulan/orang.
¢. Sekretaris Komisi @ Rp 25.000,-/bulan/orang.

Bagian E,




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

—6—

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal @

Besarnya Uana Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
adalah sebasar Rp 112 50u,~-bulan/orang,

Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat
tinggal diluar Ibukota Kabupaten dapat dibayarkan uang pe-
nginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaian yang
sah setinggi-tingginya Rp 17.500,-/hari/orang.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 7

Bagi Pimpinan dan Anagota DPRD vyang mengadakan per-
jalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinass.

8333rnya biaya parjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat
{1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya peijalanan dinas yang
berlzku bagi Pegawai Negeri Sipil gelongan I,

Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas
sebagaimana dimeksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan
ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berlaku di Daerah,

Penirjeuan delam Wilayah {bukota Kabupsten, tidak diberi-
kan biaya perjalanan Dinas,

Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah
ke Ibukcta Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan de—
ngan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang
besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil di Dzerah.
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Bagian Keenam
Biaya Peme'iharsean Kesehatan
Pasal 8

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ysng bukan Pegawai
Megeri Sipil 7 Pensiunan sesta keluarganya, dibeiiken bantuen
barupa pengagantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan pe-
rawatan dokter Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku
bagi Pegawai Negeri Sipi! dengan bukii bukii yang sah atas
beban Pemerintah Daerah.

{2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawal
Negeri Sipil/persiunan bessita ke!uargenya, bisya pemeriksaan,
pengobatan dan parawatan dokter beilaku ketentuan sebagai-
mana terhadap Pegawai Negeri Sipil yekni atas beban PE-
RUM HUSADA BHAKTL

Pasai 8

Bagi Pimpinan dan Anggota PDRD setiap buian diberikan ban-
tuan biaya pemeliharaan kesehatan sebesar Rp 35.CC0,-/bulan/
orang.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian

Pasal 10

(1) Apsbiia ada Fimpinan dan Anggota DPRD yang meringgal
dunia. kepada ahiti warisnya diberikan tunjangan kematiam
sebanyak 3 (tiga)kali uang Repressntasi dan apabila mening-
ga! dunia didalam atau karena menjaiankan tugas, (enam)
kali Uang Reprensantasi.

(2) Biaya pengagkutan jenazah Pimpinan dsn Anggota DPRD
ke tempat kediaman semu'a sampai ke tempat pemakaman,
menjadi beban Pemerintah Dasrah.

Bagian 8.



Bagian Kedzlapan
Rumah Jabatan
Pasal 11

(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah je-
batan termasuk inventaris.

(2) Kepada Pimpinan DFRD dibetikan Biaya pemeliharazn, tilpun
pemakaian air, penerangan dan gas sebesar Rp 40.000,-/bu-
lan/orang

(3) Aoabila Pimpinan DFRD yang bersangkutsn berhenti dari ja-
batannya, maka rumah jabatan termasuk berany - barang in-
ventaris harus disarahkan kembali dalam keadaan baik keps-

da Pamerintan Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah
Dzerah,

{4) Bagi “impinan DPRD yang belum disedizkan rumah jabatan
daoet diberiken tunjangan perumahan dan pemeliharaannya
sebesar Rp 20.000,-/bulan/orang.

Bagian Kesembilan
Sarana Mobilitas
Pasal 12

Kepada Pimoinan D2R Dselama memangku jabatan. dapat disedia-
kan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas
Pasal 13
Kepada Pimpinan dan Angoota DFRD dapat diszdiaken pekaian
dinas berikut atributnya berupa :
— PSH. ( Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
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— PSR, ( Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kaii setahun.

- PSL (Pakaian Sipil Lengkap ) 1 (satu) kali selama 5 (lima)
tahun.

Bagian Kesczbselzs
Dana Penunjang dan Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 14

(1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dspat disediakan dana pe-
nunjang yang dikelola Pimpinan DPRD.

(2) Besarnya dana penunjang untuk keaistan DPRD disediakan
dana penunjang sebssar Rp 15.000.000,-/tahun.

(3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan
Kas-jahteraan sebesar Rp 100.C00,-/ orang / bulan.

(4) Perubahan plsfond sesuai syat (2) Pasal ini ditetapkan ber-
dasarksn Keputusan Pimpinan DFRD. atas persetujuan Bupa-
ti Kepala Daerah Tingkat || Rembang sesusi dengan pedoms-
an dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah.

BAB It
TUNJANGAN PURMNA BHAKTI
Fasal 15

(1) Panitia dan Anggota DPRD setelah perakhir masa bhaktinya
atau diberhentikan dengsn hormat atau meninggal dunia, di-
berikan tunjangan Purna Bhakii sesuai dengan masa bhaktinya

(2) Tunjangan Purna Bhakti dib'ayai APBD. dan dikelola oleh
Yayasan Purna Bhakii,

(3) Ketentuan mencerai turjangen Purna Bhakti sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dan (2) Pzsal ini, akan diatur tersen-
diri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.



s B0 o

BAB 1V
KETENTUAN LA[N - LAIN
Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD vang berstatus sebagai
Pegawzi Negeri, tidak d:benarkan menerima penghasilan rang-
kap ( ganda).

(2) Agabila Uang Raprassntasi Pimoinan dan Anggota DPRD
lebth kecil dari paca caji pada waktu veng bersangkutan ma-
sih ektif sebagai PRepswai Negari, mata ia menerime Ueng
Representesi ditanbah selisih kedua penghasitan tersebut dari
Instansi Induknya.

(3) Apabila jum!ah Uarg Representasi lebih besar deri pada geji
pada waktu yeng bersangkutan masih aktif sebagai Pegawai
Neger, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

(4) Apabria jumlah Uang Rzpresentasi sama dengan caji yang
diterima pads waktu yang bersanukutan aktif sebagai Pegawai
Negjeti, maka ia hanya menerima Uang Represent:si.

BAB V
KETENTUAN FERALIHAN
Pasal 17

(1) Sambil menuncau ditetapkannya Paraturan Menteri Da'sm
Negeri tentang turjsngan Purna Bhakti beoi semua An¢gota
DPRD, maka kepads Pimpinan d:n Anggota DPRD pada saat
berakhir masa jabatannya atau d barhenti<an dengan hormat
atau meringgal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan
ketentuan sebagai berikut :

8. Bagi Pimpinzn dan Anggota DPRD yang masa bhaktinya
6 (enam . bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 ( satu)
kali Uang Repressntasi.

Bagl . _ &
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b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinys belum mencapai
6 tenam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.

¢. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam)
kali Uang Representasi.

(2) Dalam Hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunis,
maka Uang Penghargaan sebapaimena dimaksud ayat (1) Pa-
sal ini diberikan kepada ahli warisnya,

Pasal 18
Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daersh ini sepan-

jang mangenai pslaksanaannya, akan diatur kemudian dangan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat /| Rembang,

BAB Vi
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Dasrsh ini, maka Persturen Deerah
Kavupaten Daerah Tingkat I Rembang Nomor 5 Tahun 1990
tentang ¥edudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anagota
Dewan Perwakilan Rakyst Dasrah Kabupaten Daerah lingkat Il
Rembang, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal. s.
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Pasal 20

Peraturan Dasrah ni mulai berlaku pada tangcal diundangkan.
Agar satiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dancan Peraturen Daereh ini dengan penen patarnya dalem
Lembaran Daerah Ksbupzaten Daerah Tingkat |l Rembang.

v

DEWAN PERWAKILAN R/ KYAT fismbanc 2: Manic 1591

DAERAH KABURATEN OAE{AH BURATI KEPALA DAERAH
TINGRAT Il REMBANG ) TINGKAT If REMBANG
KETUA :
SOEGENG SARWONO Drs. WACHIDI RIJONO
DISAHKAN |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWa TENGAH

dengan surat Keoutusan Nomor @ 188.3/182/1991
tangge! 30 Maret 1991

An. Sekretaris Wilayah / Dserah
Tingkat | Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

SARDJITO SH.
NI", 500024 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomor 3 Tahun 1991 Seri D No 2
pada tanggal 1 April 1931

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOEDIH_ARTO
NIP, 500 029 511
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PENJELASAN ATAS 15269

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I}
REMBANG

_ NOMOR 1 TAHUN 1991
. TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REVMBANG .

I PENJELASAN UMUM

Dsngan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1830 tentang Kecucukan Keuangan Ketua
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
maka a‘era!uran Daerzh ngkat Il Rembang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Kedudukan Xemangan Ketua, Wskil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh kabupaten Daerah
Tingkat  Rembang periu diubah untuk disesuaikan dergan
isi dan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapken suatu
Peraturan Daerah. g

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ;

S 3

Pasal ¥ dan 2 - FLg cukup jelas.
(BB R LN { Lo T Asesd

Pasal 3 ayat (1) ! : cukup jelas.
ayat {2) ! Yang dimaksud dengan tunjang-

am keluarga dan tunjangan lain-
nya adalah tunjangan Istari, anak

P s e AL} IRV pangan dil, sebagaimana berlsku
bagi Pegawai Negeri Sipils

Pasal 4 s/d 6 : cukup jelas.
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Pasal 7 ayat (1) s/d (3) : Apsbila Fimpinan dan/atau Ang-
gota DPRD melakukan/mengada-
kan kunjungan kerja/study ban-
ding keluar Daerah, diberikan
uang perjalanan dinas dan pengi-
napan sebigaimana Ketentuan
yang beriaku bagi Pegawai Negeri
Sipil golongan Iii di Daerah,

ayat "4)
Pasal 8 ayat (1)

cukup jelas.

Baai Pimpinan dan Anggota
DPRD yarg bukan Pegawai Ne-
geri Sipil/Pensiunan serta ke'uar-
ganya, diberikan biaya pemerik-
saan, pengnbatan dan perawatan
dokter Pemerintah yang bertugas
di Instansi Pemerintah sesuai de-
ngan ketentuan yang berlaku ba-
gi Pegawai Negeii Sipil atas be—
ban Pemerintah.

ayat (2) : Bagi yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil serta kelusrgarya,
dibebankan kepada Perum Husa-
da Bhakti.
Pasal 9 dan 10 : cukup jelas.
Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2). 8.
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ayat (2)

ayat (3) dan ayat (4)
Pasal 12 dan 13
Pasal 14 ayat (1) dan (2)

eyat (3) dan ayat (4)
Pasal 15
Pasal 16 ayat (1) s/d (4)
Pasal 17 ayat (1)

ayat (2)
Pasal 18 s/d 20

. Apabila ‘biaya vang dikeluarkan

melebihi Rp 40.000.- maks ke-
kurangannva menjadi beban yang
bersangkutan.

cukup jelas.

. cukup jelas.
: Untuk kegistan-kegiatan DPRD.

yang »elum diatur dalam Pera—
turan Daerah ini, pambiayaannya
diambilkan dari dana penunjang
yang pengelolaannya dissrahkan
pPada kebijaksanaan  Pimpinan
DPRD.

! cukup jelas

cukup jslas

! cukup jelas

Tanda Penghargaan diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD apabila :

a. masa jaba'annya berakFir.
b. diberhentikan dengan hormat.
¢. meninggal dunia.

: cukup jelas,

: cukup jelas,




